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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah merupakan unsur yang mengatur serta mengendalikan jalannya
roda perekonomian, dan berting enggerak pembangunan dalam
mendukung perekonomia / " donesia yang merupakan

penganut sistem,eKOx i ‘@F ndil yang sangat

skanisme peran

untuk memberi kesempatan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengelolah daerahnya sendiri baik dari bidang
ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun politik, serta masyarakat di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat laju
pertumbuhan pembangunan daerah dalam segala aspek yang diharapkan pada
gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam seluruh sendi

kehidupan.



Menyadari akan eksistensinya, maka pemerintah daerah khususnya di
Kabupaten Enrekang, SKPD yang menjadi penggerak dalam pengembangan
koperasi yaitu Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
memiliki andil yang besar di dalam pengelolaan koperasi. Di dalam dinas tersebut

telah ditetapkan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Salah satu pemegang

kewenangan dan menjadi p' 1an koperasi itu berada pada sub bidang

koperasi. Pada bidang kest

: g51 yang mengarah pada
strategi perencanae /i ?I 5 M‘ U Hﬂ *"ﬂf nbinaan koperasi bahkan

S
ﬁlh

Koperasi, maka peran
pemerintah harus tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi
penciptaan lapangan kerja. Agar mampu memainkan peran dalam jangka
menengah ke atas, maka pemerintah harus berani mengubah paradigma
pemberdayaan maupun pembinaan yang selama ini digunakan. Salah satunya
adalah dengan mengubah pandangan bahwa koperasi sebagai lembaga usaha yang

skalanya lemah, terbelakang dan pantas dikasihi. Untuk itu, program pembinaan



hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan

lingkungan strategis dalam usaha koperasi.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, bahwa dalam Produk
Domestik Regional dan Bruto (PDRB) menunjukan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kecamatan Anggeraja semakin tahun memperlihatkan adanya

, \\m‘.i.h,,./
J\"}g,\ oy F .

tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul. Melalui Peraturan Gubernur ini,
seluruh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan bersinergi untuk mengembangkan
masing-masing koperasi yang ada pada daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut, lebih diperkuat
lagi dengan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 10/SK/I/2016/PA Tentang

Pengelolaan Koperasi Unit Desa Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016



yang menjadi acuan pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa.
Terkhusus pada Kecamatan Anggeraja lebih memprioritaskan pembinaan dan
pemberdayaan usaha Koperasi Unit Desa yang masih dalam tahap berkembang
salah satunya Koperasi Unit Desa Singki sebagai wadah penyalur hasil pertanian

masyarakat dan penyedia alat pertanian, bahan bangunan serta menjual sembilan

bahan pokok (Sembako). rasi merupakan usaha ekonomi

asset Rp. 2.494
dan di tahun 8. Setiap bulannya
pengurus rutin mengadakan rapat bulanan bahkan rapat tahunan untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus di Koperasi Unit Desa Singki.

Namun disisi lain Koperasi Unit Desa Singki di hadapan pada masalah
yaitu modal terbatas, kurang cakapnya pengurus dalam pengelolaan koperasi,

pengurus/anggota koperasi yang mengambil pinjaman pada koperasi berpura-pura

untuk lupa untuk mengembalikannya, dan kurangnya kerja sama antara pengurus,



pengawas dan anggotanya. Selain itu faktor ekstern dan intern ikut pula
berpengaruh.

Fakor ekstern yaitu, Koperasi Unit Desa Singkidi Kecamatan Anggeraja
memiliki banyak saingan lain sebagai lembaga penyedia permodalan/kredit,

kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat baik dalam bentuk

/[ iyakinkan bahwa
fP ‘? o adn ekonomiguna
":ﬁ.\ esa Singki

l. npn? ! rasi Uni Singki di Kecamatan
\ & 9

keberhasilan gyal, tidak adanya
manipulasi ole gakan modal/dana.
Menurut (Soedjono, 2007) bahwa untuk memahami apa yang disebut kemampuan
koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur koperasi secara mikro. Keberhasilan
koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek
koperasi sebagai berikut:

a.  Pendekatan dari sudut perusahaan, yang menjadi fokus:

1. Peningkatan anggota perorangan;



2. Peningkatan modal;

3. Peningkatan volume usaha; dan

4. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
b.  Pendekatan sudut efek koperasi,yang menjadi fokus:

1. Produktivitas;

2. Efektivitas;

3. adil; dan

T pemala

keinginan masyarakat u
sebagai pengguna modal (Damayanti, 2016).

Dengan demikian peranan pemerintah ini sangat penting untuk
perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Adapun kebijakan
pemerintah dalam pembangunan koperasi yaitu pelaksanaan fungsi dan peranan
koperasi haruslah di tingkatkan melaui semangat kebersamaan dan manajemen

yang lebih profesional. Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian



kesempatan yang seluas-luasnya disegala sektor ekonomi dan menciptakan iklim
usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh modal. Dalam hal ini,
peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator,

regulator dan dinamisator yang sesuai dengan fungsi pemerintah daerah.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, telah mengundang rasa penasaran

penulis untuk melakukan penelitis Adap dinamika ataupun problem yang
ng sbypaten Enrekang dengan

FS MUHA M\

mengangkat jud }L D K A S S‘ ) _@_""’v n koperasi unit desa

Bagaimanakah peran
pembinaan Koperasi Unit Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam
pembinaan Koperasi Unit Desa.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam

pembinaan Koperasi Unit Desa.



Untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dalam
pembinaan Koperasi Unit Desa.
Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Kata “peran® memiliki makna yaitu seperangkat tingkatan yang diharapkan
yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Adapun menurut Soekanto
(2002:243) peran merupakan aspek diidmis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak da &/ \ % njalankan suatu peranan.
é ik 005 I craman diartikan sebagai

perilaku y# cur de ira et S ¢ dalam “posisi tertentu.

Sedangkan

diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen

tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu
pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara
orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan
olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan

penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003:80).
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Pendapat lain lain dari Alvin L.Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B.
Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang
yang memangku status atau kedudukan tertentu”. (Soeleman B. Taneko, 1986:
23). Menurut margono Slamet (1985: 15), peran mencakup tindakan ataupun
perlaku yang dilaksanakan oleh seorang menempati suatu posisi dalam status

sosial. /\
Berdasarkan beberap? iapat di

isimpulkan penulis bahwa
peran merupakan. Ki!ﬁbﬁ‘ MUH \ berupa kedudukan atau
jabatan te / %K S‘ql.q \ nkan hak dan
e ﬁ\‘“ﬁ!&!"’/’
""'"-b“ “w.p%* J'H, vV l'jl""
v Shien {

-:~ abdo, perintah,

pemerintah diartikan scbagar-publik*serua mpan 3 pengertian
diantaranya:

1. Kegiatan atau proses pemerintahan, yakni melakukan kontrol atas pihak lain.
2. Merujuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses yang

dijumpai.
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3. Merujuk pada cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat
tertentu diperintah.

Max Weber (Thoha, 2003) berpendapat bahwa pemerintah tidak lain
merupakan apapun yang berhasil menopang klien dialah yang secara eksklusif
berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam
suatu wilayah tertentu . Menurut C B Stong (Sadu Wasisitiono,2013) pemerintah
dalam arti luas merupak / \- badan publik yang terdiri dari

n 2015 tentang Pemerintahan
Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom. Begitupun dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki
pemerintah desa, bahwa prinsip desentralisasi dan demokratis merupakan tuntutan

dalam melandasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
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Adapun peran pemerintah menurut beberapa tokoh tentunya akan berbeda-
beda, adapun konsep peran pemerintah berdasarkan berbagai literatur yang
diperoleh sebagai berikut:

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas

meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan
kekuasaan yudikatif. Sedangkan pefiicsintah dalam arti sempit hanya meliputi
cabang kekuasaan ekse ' \ dra,2005:197).

!{; PE- M l! qu *%) ggara yang memegang

@2 ‘%;AKAS'R'«* 2

menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-
peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai
regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan

oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan
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pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan
dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.
2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multipihak

tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara

dinamika pembangunan daerah). amisator, pemerintah berperan

=

melalui pemberian bimb vang intensif dan efektif kepada

lisi yang
berbagai

fasilitator,

4. Pemerintah sebagai
Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembanagan
potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk

membangun partisispasi.
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Pandangan peran pemerintah yang berbeda dari Siagian (2012) menyebutkan
bahwa, peran pemerintah yang dominan dalam proses pembangunan adalah
sebagai berikut:

1. Sebagai stabilisator, yang mendukung makna bahwa pemerintah harus

mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan

ketidakstabilan yang ti
Sebagai inovato aiis,bisa menjadi sumber ide baru

-:';;3\}‘::‘}4!:’

mampu memberikan pelayarne at dan menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan

kreativtasnya demi mencapai kemajuan bersama.
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1. Fungsi pemerintahan

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang
seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah menurut H. Nurul Aini (Haryanto, 1997: 36-37) sebagai berikut :

a. Fungsi pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan -ﬂe‘- dengan membuat peraturan perundang

undangan untuk mengatw alam masyarakat. Pemerintah

/E,SMU

adalah pihak yang=fi e zar kehidupan dapat berjalan

G'J AS\ @ t intah
*’(3* p&( 944) S, pening

m il |
_,\..JN ! . ) SS, yaitu
-

negri, moneter, dan perad pelayanan pemerintah mencakup
pelayanan publik (publik service) dan pelayanan sipil (civil service) yang
menghargai kesetaraan.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut

pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam
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pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang
didesentralsasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta
masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaran
pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat, dan daerah, diarahkan untuk
meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat
menunjang pendanaan pemerintah dacis
2. Asas pemerintahan g /

Sesuai deng G’F‘F‘ﬂ MUH;!‘Q: J;'ﬂ' 2016 Pasal 1 ayat 7.8,9
el /Q»/;"GJ 1\psﬂKAS‘34 4, husat dan daerah

A\)
§\x‘1!|

N e
O
h‘\ "‘.r.h -4'\‘-5\‘; ” - h t
(POl ! ‘i"?‘" i'!-'_h_z',-l“ i11d <, nta pusa
!\‘t g
berda

e Y. 17
N

b. menjadi
pemerintah

opada gubernur

pemerintahan

c. pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
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Ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraaan pemerintah desentralisasi
antaralain bertujuan meringankan beban pekerjann pemerintah pusat. Dengan
desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkankepada daerah. Pemerintah
pusatdengan demikian dapat memusatkan perhatian padahal-hal yang

bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan.

5a) dimensi utama, yaitu:

a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk
mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga merekasecara relatif
melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah,
termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang

berorientas pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, ekploitasi sumber
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daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh
masyarakat lokal;

b. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu
ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah,;

c. Dimensi psikologis, yakni perasaan indivdu yang terakumulasi menjadi

ebasan menetukan nasib sendiri
CTdak

perasaan kolektif (bersama)

gama dan politik
secara sukarela masuk untuk-sekeds menuhi Kebutuhan bersama yang bersifat

kebendaan atas tanggung jawab besama.

Adapun Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang
beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya
biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa

merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak
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jumlahnya dipedesaan. Selain itu Koperasi Unit Desa secara resmi di dorong

perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Thn 1984 Pasal 1

Ayat(2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD mendapat

pusat layanan kegiatan perekonomian daerah pedesaan yang merupakan bagian

diupayakan beberapa hal berikut:

a. Peningkatan modal dari berbagai pihak. Modal operasional Koperasi Unit
Desa bisa diperoleh dari pemerintah (pusat/daerah), lembaga swasta
maupun bantuan pribadi anggota secara dermawan.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perbaikan managemen

Koperasi Unit Desa. Setiap pengurus yang terkibat dalam Koperasi Unit



20

Desa harus berjiwa profesional dan punya moralitas yang tinggi dan
masyarakat dijadikan pengawas operasional.

c. Adanya dukungan anggota Koperasi Unit Desa bisa terus berkembang bila
anggota benar-benar memanfaatkan. Koperasi Unit Desa sebagai penyedia

kebutuhan,tempat pemasaran dan tempat produksi.

d. Memberikan pelayaanggota serta masyarakat yang
membutuhkan. Kepti afsnya tidak fokus pada simpan

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat; 2)
peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dlakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) peran juga dapat juga dikatakan sebagai

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun peranan koperasi yang harus dijalankan oleh koperasi-koperasi di

Indonesia menurut Hatta (Thoby Mutis, 2003:13) tentang kemakmuran
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masyarakat yaitu dengan memperbayak produksi, memperbaiki kualitas barang,
memperbaiki distribusi, memperbaiki harga yang menguntungkan rakyat banyak,

menyingkirkan penghisapan lintah darat dan memelihara lambung simpanan.

Sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun

1992 Pasal 1 yang isinya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

berdasarkan prinsi Q
berdasarkan asa%kek ;st;(.,

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

makmur berlandasan pancasila dan UUD 1945.
Maka dalam hal ini, Edi Swasono (Hendar & Kusnadi, 2005:19)
menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian indonesia

yaitu:
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a. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang
miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi
menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama
dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.

b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga

: &p\( SS/!

o m.i‘hhﬂ”
iy

omi in

Koperasi
terutama ke ¢ 1ya tuntuiai dan asas kekeluargaan
dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.
2. Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktek. Sedangkan kegunaan
prinsip merupakan sebagai pedoman dan untuk membandingkan. Prinsip Koperasi

Indonesia (Pasal 5 UU 25/ 1992) yaitu:
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a. Keanggotaanbersifatsukareladanterbuka

b. Pengelolaandilakukansecarademokratis

c. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian.
3. Peran Koperasi
|

Di dalam bukd; Wil STl aniya Rahaya<(2002) telah dirincikan

bahwa me 1ang / A OIS : g Perkoperasian

%N

perekonomian nasional d si-sebagal soko gurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional,
yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.

4. Terdapat 9 asas-asas koperasi di dalam (Hendrojogi, 2002) menurut Undang-

Undang No.25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:
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a. Koperasi merupakan badan usaha;

b. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat;

c. Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi;
d. Anggota bersifat sukarela dan terbuka;

e. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

dilakukan secara adl sesuai dengan jasa

/ hS MUH
pKﬁSS

4)
\\ | ﬁhﬂy

o

.trdj{uild;}mll

penelitian yang Kukan-dalam~meneapai hasil sesuai judul yaitu peran
pemerintah daerah dalam pembinaan Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang peran pemerintah bahwa peran
pemerintah adalah badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi

birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu
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proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka
pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas
umum pembangunan, melainkan yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan dan
lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil uraian peran pemerintah tersebut penulis mengutip pendapat dari

pelatihan

N Koperasi Unit Desa
Singki <

Bagan 1. Kerangka pikir
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Deskripsi Fokus

Peran pemerintah daerah mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan
dapat menekan ketidakstabilan yang timbul juga pemerintah harus bisa
menjadi sumber ide baru terutama berhubungan dengan kegiatan

pembangunan mampu memberikan contoh kepada seluruh masyarakat

komputer, mej ‘ alyfemari buku, lemari barang, sound

system, bahkan bantuan berupa sarana pertanian ditambah bantuan social
berupa modal.

. Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah menerjunkan tim penyuluh
maupun lembaga terkait yang mampu memberikan bimbingan dan pelatihan

kepada pengurus koperasi. Menggerakan partisipasi masyarkat, anggota dan



27

pengurus dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan
pemahaman akan pentingnya berkoperasi, serta senantiasa mengikut sertakan
anggota dan pengurus koperasi dalam berbagai kegiatan yang ada.
Pemerintah memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas SDM dimana kegiatan tersebut diadakan di Tanah Toraja, Kota

Makassar dan Kabupaten \
Pembinaan Koperasi "

stupakan suatu usaha dimana



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu selama kurang

lebih dua bulan dari Februari - Apsil di Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan

Anggeraja dan Dina ‘ C .. Transmigrasi Kabupaten
Enrekang. 4 M
N WKASS4 .
@" o S4 A

B. & "Ih
. ya \:“ﬁd 'h-’%
~ *‘\&-’Nu?-w & "I-

\»r

AT
)?5, s
5y ( i -ﬂ

'l

Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan
wawancara dengan informan mengenai peran pemerintah daerahdalam pembinaan
Koperasi Unit Desa Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari dokumen -
dokumen dan laporan - laporan yang bersifat informasi tertulis yang digunankan

dalam penelitian.

28
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D. Informan Penelitian

Pemilihan Informan dalam penelitian ini akan dilakukan pada: Dinas
Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, KUD
Singki.

Tabel 1. Tabel Daftar Informan

No. Nama

Jabatan Jumlah
Kasuwian, S. i

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ada di lapangan melalui

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sesuai dengan judul penelitian.

2. Wawancara

Wawancara mendalam (In-depth interview) digunakan oleh peneliti sebagai

acuan dalam melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Adapun
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informan yang diberikan daftar pertanyaan adalah Kepala bidang koperasi, staf
bidang Koperasi di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Enrekang, Anggota KUD Singki, Pengurus KUD Singki dan Kepala
Desa Singki/Ketua KUD.

3. Dokumentasi

Q
LD

| ’_r:,_, )
|”_ ﬁ.‘\i“ﬁ"‘bal“‘

ﬂ"*slv‘\\

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya,dan mencari bila diperlukan.
2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi,maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

siangkat,bagan, hubungan kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan
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untuk menyajikan data dalam penelitian kualitaif adalah teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplay data dapat memudahkan untuk memahami apayang terjadi.
3. Conclution Drawing/ verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisi data menurut Miles dan Huberman adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan uila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada e data_ berikutnya. Tetapi apabila

G

kesimpulan L.‘ \‘ aW 2 akunresoleh bukti-bukti yang
valid dan Ko ®Q§® ' e, @ a Q

=
-

pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan
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wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik
pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka
peneliti melakukan data lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau
yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3.

Triangulasi Waktu




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merup i

kabupaten yang ada di provinsi

Sulawesi Selatan de yang telah beberapa kali
mengalami per \"f F&s MUHA! orintlian
Q? DKASS,
St
\\Wi ok

)

ﬁ,;i'},&-!

"‘w

I
. '-
’ l'l"«"{ﬂ-l Q'} V &

f/ﬁ"'sp*“\

1@.

Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng

Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara 3° 14°36” LS dan 119°40°53” BT. Jarak
dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan
darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah Utara

Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah

33
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Barat Kabupaten Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng
Rappang. Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-
gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari + 85% dari
seluruh luas Kabupaten Enrekang yang luasnya + 1.786,01 Km atau 2,92 dari
seluruh luas seluruh propinsi Sulawesi Selatan. (Enrekangkab. bps.go.id pada hari

rabu 13 April 2017 pukul 13.00 WIPA;

yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan
Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Cendana, Kecamatan Malua, Kecamatan
Bungin, Kecematan Curio, Kecamtan Buntu Batu, Kecamatan Massalle, Dan
Kecamatan Baroko. Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar yaitu Kecamatan
Maiwa dengan luas wilayah 393 km?2 atau 22 %. sedangkan Kecamatan yang

terkecil yaitu Kecamtan Enrekang dengan luas wilayah 29 km2 atau 1,94 %. (di
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kutip dari id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Enrekang pada hari rabu 13 April
2017 pukul 13.00 WITA)

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang
memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan

Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan

Tana Toraja. Bahasa daerah yang di€uitakan di Kabupaten Enrekang secara garis

besar terbagi atas 3 bahasa * \ o berbeda di Massenrempulu’,

yaitu bahasa Dugi c °-- M U H‘ﬂ ‘44\ uturkan oleh penduduk
p.ms S 4, ﬁ}\

\\\d‘l l.f//

‘:‘*w" e, -w,__:{ lﬂ
=

memang sangat strategis d .""""ﬁ"‘ gan ekonomi maupun politik.(Di
kutip dari id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Enrekang pada hari rabu 13 April
2017 pukul 13.00 WITA).

b.  Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi dan Misi dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Enrekang yaitu” Terwujudnya Perekonomian Yang Berbasis Agro
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Yang Berdaya Saing Serta Menciptakan SDM yang Berwawasan dan Berkualitas

Tahun 2021”. Adapun makna dari visi tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya adalah adanya hasil kerja baik bagi perekonomian masyarakat
yang dapat diukur secara nyata dan kongkrit yang menunjukan peningkatan

atau perbaiakan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang

direncanakan.

2. Perekonomian perbaiakn  kesejahteraan

p.s NIUH df
A o @, an pendapatan dari
p‘K Ib‘s‘q A ‘?@A

g ,; S ‘*"’drff o =

-pusat

1;5-:."-*

melayani

""‘? ol
USTA KABN ’0"‘

dari luar, mampu
mengangkat dan menonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan selama ini

hingga lebih baik dari daerah lainnya.

Misi dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Enrekang adalah 2017-2021 :
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1. Memberdayakan pengusaha kecil, mengengah dan koperasi menjadi
pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan semangat
kerakyatan.

2. Meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam
kegiatan agribisnis, agroindustri, industri manufaktur dan jasa.

3. Mengembangkan pola kemifiaan
rangka penguasaas -/

4’h s MUH4, 4

Q‘?.KAS S 44:14

1ilf .
“w\-.;a\“ dm!é%y [ ".'f-

jaringan usaha dan informasi dalam

peréncanaan,

bahkan pengembangan sarana, usaha, dan pemantauan dan evaluasi koperasi.

Berdasarkan keputusan rapat anggtoa tahun buku 2013 susunan pengurus
dan pengawas periode 2014 s/d 2016 berikut tabel pengurus Koperasi Unit Desa

Singki.



38

Tabel 2. Nama pengurus KUD Singki

No Nama Pendidikan Jabatan

1. Weli SMA Pengawas

2. Nasruddin SMA Anggota Pengawas
3. Irsan SMA Anggota Pengawas
4. Darji SMA Ketua KUD Singki
5. Muhiddin ‘ Wakil Ketua |

6. Kasmin Wakil Ketua 11

7. Sekertaris Umum
9. Bendahara Umum
10. lanager Karyawan
11. Bidan Pembimbing dan

S SN
& TR

\

I
L |

Unit Desa Singki sehingga pengalaman yang di dapatkan jauh lebih banyak dari

pengurus yang memiliki tingkat pendidikan D3 dan S1.
Berdasarkan tabel daftar pengurus Koperasi Unit Desa Singki di atas
sehingga terbentuklah struktur pengurus Koperasi Unit Desa Singki sebagai

berikut:



Bagan 2. Struktur Pengurus KUD Singki

Pengawas

(Weli) v
Anggota

(Nasruddin)

KETUA KUD SINGKI

v v

Wakil Ketua | Nakil Ketua Il

( Muhiddin )

"I\"— TTTT

A

Karyawan Tetap

(12 orang)

Anggota

(Drs. Ibrahim Tagwa)
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B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa

(KUD) Singki Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk meningkatkan potensi ekonomi
daerahnya, dimana peran-peran tersebut direalisasikan dengan berbagai program
salah

satunya meningkatkan perekonomian melalui perkoperasian demi

iduk Bambapuang di

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Koperasi Unit Desa tersebut
menyediakan segala kebutuhan masyarakat, anggota dan pengurus KUD Singki.
Adapun kebutuhan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi tersebut yaitu:
sembako (sembilan bahan pokok), sarana dan prasarana pertanian, alat bagunan,

pelayanan TV kabel, pakaian, sepatu/sandal, alat elektronik, mendistribusikan
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hasil pertanian masyarakat yang ada di Desa Singki Kecamatan Anggeraja

Kabupaten Enrekang.

Koperasi Unit Desa Singki telah menunjukan kemajuannya dengan melihat
tolak ukur berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan di dalam

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah terpenuhi.

Adapun syarat dan ketentuan yan ;/\u. enuhi oleh Koperasi Unit Desa Singki

ﬂns ““UH

ik ‘f;y o h‘ A an hukum tanggal

yaitu sebagai berikut:

apat anggota.

Desa Singki

d. Koperasi Unit Desa Singki mendapatkan modal melalui simpanan wajib,
pokok, dana cadangan dan hibah.

1. Simpanan wajib KUD Singki adalah sejumlah simpanan tertentu yang

wajib di bayar anggota kepada koperasi dan tidak dapat diambil selama

yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan
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wajib pada KUD Singki yang telah di tetapkan ADRT yaitu sebesar Rp.

1000,-(seribu rupiah) per anggota yang di bayar setiap satu bulan sekali.
2. Simpanan pokok KUD Singki adalah sejumlah uang yang wajib dibayar

oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk anngota, serta tidak dapat

diambil selama yang bersangkutan masih termasuk anggota koperasi.

tentang hasil pelaksanaa erjd setiap-taliunnya kepada Dinas Koperasi,

UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

Memiliki tata tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan Undang-
Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ADRT KUD Singki
dan surat edaran Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
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g. Memiliki bidang usaha dari penjualan 9 bahan pokok, alat bangunan, sarana
pertanian, elektronik, rumah tangga, jasa angkutan, jasa TV kabel, dan jasa
pengkreditan;

h. Koperasi Unit Desa Singki memiliki asset selama 3 tahun terakhir
menunjukan peningkatan dari tahun 2013 jumlah asset 2.494.689.899
kemudian meningkat di tahums® 2014 mencapai 3.110.879.924, dan terus
melambung tinggi hin / \-,. et 3.354.502.318. Asset yang di

dapatkan bera ..4{&‘“ 1an anggo. fg’\ :

. éai‘:"@p.}(ﬁsh Vg N
M % ‘h i 2. atan KUD
%\m Iy
7" B e

No
1. | Tanahd 1g _ 00 Milik koperasi
2. Bangunan/waserda (192 M? | Rp. 58. 126 000 Hibah masyarakat
3. | Kendaraan mobil rinoroda4 | Rp. 172.761.000 Milik koperasi
4. Kendaraan roda 2 Rp. 7.900.000 Milik koperasi
5. Meja/kursi Rp. 6.200.000 Milik Koperasi
6. Rak/lemari barang Rp. 9.960.000 Milik koperasi
7. Lemari pendingin Rp. 2.550.000 Milik koperasi
8. komputer Rp. 5.000.000 Bansos Pemda
9. ATK Kantor Rp. 1.418.000 Milik kopersai
10. Mesin Foto Copy Rp. 14. 100.000 Bansos Pemda
11. Peralatan Antena Digital Rp. 37.158.000 Milik koperasi
12. alat bangunan Rp. 10.560.000 Milik operasi
13. Sound system, TV, Radio Rp. 4.225.000 Milik koperasi
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14. Lainnya Rp. 52.710.000 Milik koperasi
15. Modal koperasi dan SHU Rp. 1.631.050.037 Milik koperasi
16, | ewajibanjangkapendek | o 553 455 981 | Milik koperasi

dan jangka panjang
Jumlah Asset 2015 Rp. 3.354.502.318

Berdasarkan teori dan kerangka pikir sebelumnya, sebagaimana dari

penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh peran pemerintah

daerah dalam pembinaan .\/\ S

Rumah Tangga (ADRT) Koperasi Unit Desa Singki.

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka dalam
kebijakan ini di istilahkan sebagai campur tangan pemerintah dalam
perekonomian rakyat, kebijakan pemerintah yang lebih spesifik terhadap lembaga

perkoperasian di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meliputi: kebijakan
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harga yaitu kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas
harga-harga yang diterima oleh petani yang merupakan anggota koperasi dari
penjualan hasil pertanian di koperasi, kebijakan pemasaran yaitu kebijakan
mengenai distribusi hasil pertanian dari para petani yang di tadah koperasi, dalam

hal ini koperasi sebagai wadah penyalur hasil pertanian masyarakat dan anggota

7 1:&'@7"' N‘:n""‘ gr N
_"'\_‘!\g VLS KOPC 94.'—:’#,!:!
S 7

- ang  d pemerintah yang
mendukung lembaga koperasi, kami sebagai pemerintah daerah hanya
mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam pembinaan koperasi
khususnya padaKUD Singki. Kebijakan yang melandasi seperti Undang-
Undang RI No.25 Tahun 1992, kemuadian turunannya peraturan mentri
nomor 10 tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, lalu Peraturan
Gubernur No. 18 Tahun 2016, hingga kebijakan dari daerahhanya berupa
SK karena belum perna ada perda yang kita keluarkan disini mengenai
koperasi, oleh karena itu dalam pembinaan terhadap koperasi kami
sesuaikan dengan iklim masyarakat yang ada di KUD itu sendiri”.
(wawancara dengan KW pada tanggal 03 Maret 2017).
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Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam mendukung
proses pembangunan ekonomi yang merata, pemerintah daerah dituntut agar dapat
menghasilkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang disesuaikan
dengan kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini senada dengan pemerintah

sebagai fungsi pengaturan bahwa fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan

s

dapa.
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yang berlaku serta ADRT koperasi tersebut.

Hal yang dikatakan oleh seorang staf di bidang koperasi yang berinisial
“RY”berdasarkan hasil wawancara penulis, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun pemerintah daerah belum setempat mengeluarkan kebijakan
berupa perda yang secara khusus mengatur tentang KUD, namun dalam
menjalankan koperasi ini kami tetap mengikuti peraturan-peraturan baik
dari pusat maupun peraturan gubernur disamping itu kami masi
mempertahankan asas gotong-royong yang berlandaskan UU No. 25 Tahun
1992 . (wawancara dengan RY padatanggal 03 Maret 2017)
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Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam pembinaan koperasi unit
desa Singki tetap berlandasan pada undang-undangan atau kebijakan yang
dikeluarkan dari pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini senada dengan public
governace bahwa peran pemerintah tetap penting, tetapi bukan sebagai pemberi

layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai regulator yang menciptakan

kondisi yang kondusif bagi berkembatig

fya dunia usaha dan masyarakat.
Hasil wawancara pefild gorang informan yang merupakan

R At 2T &
an #.

Dasar (AD) dan anggaran rt
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang kariawan
KUD Singki yang berinisial “SR” mengatakan bahwa:

“Saya sebagai anggota baru dalam KUD ini yang baru 8 bulan menjadi
kariawan disini saya juga kurang tahu tentang peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan pembinaan koperasi tetapi saya
pernah mendengar mengenai anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah
tangga (ART) yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan yang
berlangsung di KUD Singki ini”. (wawancara dengan SR pada tanggal 07
Maret 2017)
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Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah masih kurang dalam
memberikan pengenalan regulasi atau undang-undang yang menjadi pedoman
dalam pembinaan dan pengoptimalan Koperasi Unit Desa Singki.

Melalui hasil wawancara penulis dengan seorang staf bidang koperasi yang

berinisial “NH” yang menyatakan bahwa:

“Banyak memang kebijakan / eluarkan pemerintah terkait pembinaan

4
4@ \‘\l‘* ! S
> \\‘ﬁ ;//
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aan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan masyarakat yang ada di Desa Singki. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat dengan fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan
pelayanan, pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan
kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan manfaat pada

kepentingan umum.
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2. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator berperan menciptakan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah
Kabupaten Enrekang bertanggung jawab memfasilitasi Koperasi Unit Desa Singki

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan anggota dan pengurus koperasi dalam

indikator (a) n 1# oS ang, t ung. | Jn, (b) Menciptakan
-y / Jt, : L

bidang koperasi Kabupaten Enrekang yang berinisial “NH”” menyatakan bahwa:

“mengenai sarana dan prasarana yang kita berikan disana, bahwa
pemerintah Kabupaten Enrekang dalam membina koperasi itu, Kkita
utamakan adalah program kemandirian dengan harapan koperasi tersebut
dapat berdiri diatas kaki sendiri dan disamping itu kita tetap memberikan
pancingan awal berupa sarana dan prasarana antaralain: computer, mesin
ketik manual, meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy,
sound system bahkan bantuan berupa perkuatan modal sebanyak
150.000.000 dan pengadaan sarana produksi pertanian yang difasilitasi
melalui koordinasi mentri koperasi, dengan harapan bahwa itu dapat
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memperkuat usahanya dan kedua melayani kebutuhan anggotanya”.
(Wawancara dengan NH pada tanggal 03 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang
diberikan pemerintah daerah kepada Koperasi Unit Desa Singki berupa bantuan
sarana dan prasarana kantor koperasi ditambah dengan perkuatan modal sebanyak

Rp. 150.000.000 dan fasilitas sarana produksi pertanian yang disesuaikan

kebutuhan koperasi dan anggote A- pemerintah daerah setempat melalui

# ”:.'J‘-J‘ﬂ?‘ ap *ej';;'i"-l'ﬁ * ;{ ) pok Usaha

1.'6.# r‘ mﬁ“ai\"-

Singki sudah ﬂ': i ipy berdi i ta arap banyak pada
bantuan pemerir as koperasi, namun tetap saja
KUD Singki tetap terkendala pada masalah keuangan dalam mengembangkan
usahanya. Kendala keuangan Koperasi Unit Desa Singki sebabkan karena tidak
bisa mengambil pinjaman pada pihak lain akibat dari KUT (Kelompok Usaha
Tani) yang memiliki banyak piutang baran pada koperasi tersebut. Jumlah piutang

anggota koperasi berdasarkan laporan pertanggung jawaban tahun 2015 sejumlah

Rp. 2.244.927.300 .
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Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang pengurus

KUD Singki yang berinisial “MH” yang menyatakan bahwa:

“Kami sering menerima bantuan dari pemerintah daearah, salah satu bentuk
fasilitas yang terakhir kali diberikan kepada kami berupa kursi sebanyak 20
buah pada tahun 2015 sebagai penambah sarana dan prasarana di koperasi
dan sangat kami butuhkan di saat di adakan rapat bulanan/tahunan koperasi
bahkan kegiatan kemasyarakatan”.(Wawancara dengan MH pada tanggal 12
Maret 2017)

Terkait hasil wawancara”ie iketahui bahwa pemerintah daerah

“"u.mﬁﬂiln-uypj 0a LU an kOpeI‘aSI dalam
melaksanakan keiatannya serta memberikan kepada kewenangan kepada anggota
dan pengurus KUD Singki untuk mengelolah modal yang telah dihibahkan kepada

mereka tanpa adanya campur tangan lagi dari pemerintah setempat.

Hasil wawancara dengan seorang pengurus KUD Singki dengan jabatan

bendahara yang berinisial “MY”” menyatakan bahwa:
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“Sejak berdirinya Koperasi Unit Desa Singki ini bantuan sarana dan
prasarana yang kami terima dari pemerintah sudah banyak selain fasilitas
koperasi bantuan berupa pupuk dan pestisida dan itu sebagai pancingan
kepada kami pengurus untuk menjalankan Koperasi Unit Desa Singki agar
berkembang hingga menjadi sekarang ini, bahkan koperasi ini menjadi pasar
ke-2 bagi warga di Desa Singki”. (Wawancara dengan MYpada tanggal 12
Maret 2017)

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini dinas koperasi bekerja sama

dengan dinas pertanian dalam upa erikan bantuan berupa sarana dan

/

koperasi yang mendapatkan  kebutuhan

prasarana pertanian kepad

asi Unit Desa Singki
berupa sarana dan prasara sendiri melainkan
semua itu adalah tanah wakaf dari masyarakat setempat dan bangunannya dari
hasil sumbangsi dan sukarela masyarakat Singki. Hal demikian tidak sejalan
dengan teori yang berasumsi bahwa, Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah

pelayan kepada masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayanai dirinya

sendiri.
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b.  Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha KUD

Menciptakan kondisi yang kondusif merupakan peran dari pemerintah untuk
mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu bidang usaha yang dijalankan oleh
Koperasi Unit Desa. Kemajuan suatu usaha KUD sangat membutuhkan

dukungan penuh dari pemerintah terkait untuk mendorong partisipasi dari

masyarakat, sehingga pemerinta erus-menerus berupaya menumbuh

kembangkan kesadaran”i ] s disi yang kondusif serta

menciptak %ﬁ > kemajus slqﬂk' Opeinsi Unit Desa Singki
L WL

di desting i T

j: angkutan jasa

.(,'. engelolah koperasi
an_pclanggan yang datang”

Hasil wawancara dengan KW selaku kepala bidang koperasi dapat
diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat harusnya bersinergi dengan baik
demi terwujudnya kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi agar
terwujud pembangunan ekonomi yang diinginkan dan senantiasa kenyamanan

pelanggan temasuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa terjamin.
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Hasil wawancara dengan KepalaDesa/Ketua Koperasi Unit Desa Singki

yang berinisal “DJ” yang menyatakan bahwa:

“Iya sudah pasti kalau kondisi yang kondusif menjadi harapan dan
keinginan kami, untuk itu saya sebagai penyambung tangan dari pemerintah
kabupaten menghimbau kepada masyarakat terkhusus anggota koperasi
bahwa KUD ini bagaikan pasar ke-2 untuk kami disini, yang mana
menyediakan segala kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu
keluar lagi membeli kebutuha ;,q\ ah tangganya apalagi jarak pasar dengan

aiila " 2 jam ditempuh dengan mobil”.

i sekarang menurut

saya tidak ada masala

% 1ia ampir sesuai dengan
harapan, tinggal solidaritas dan loyalitas masyarakat saja yang perlu
didorong dan sedikit pembenahan pada usaha penjualan sembako agar stok
barang tidak terputus” (wawancara dengan “SR” pada tanggal 07 Maret
2017)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah di dalam
mengembangkan koperasi unit desa Singki itu tidak memilki banyak hambatan di
dalam membina anggota dan pengurus koperasi, hanya saja pemerintah perlu

memberikan suatu stimulan ataupun terobosan baru dengan meningkatkan
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solidaritas dan loyalitas masyarakat, melalui pembenahaan tempat atau gedung

tempat bidang usaha di perbaiki.

Hasil wawancara dengan informan sebagai pengurus koperasi yang

berinisial “MH” menyatakan bahwa:

“Kondisi KUD sekarang ini sudah mendekati kategori baik namun belum
bisa dikatakan berhasil seb ot yjau dari Jumlah piutang yang belum
terbayar anggota jauh % s1mpanan wajib dan simpanan

a dari simpanan inilah

1Y nya mereka membayar
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Hasil wawancara dengan informan sebagai pengurus koperasi sebagai

bendahara KUD Singk yang berinisial “MY”” mengatakan bahwa:

“Sudah 23 tahun KUD Singki ini berjalan dan alhamdulillah kondisinya dari
tahun ke tahun semakin memperlihatkan kemajuan, baik dari segi
fasilitasnya maupun usaha yang dikembangkan koperasi sangat berjalan
dengan kondusif. Pemerintah menekankan kepada masyarakat tanpa
terkecuali pengurus dan anggota untuk membeli segala kebutuhannya di
Koperasi Unit Desa”. (wawancara dengan “MY” pada tanggal 12 Maret
2017)
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilhat bahwa upaya pemerintah
dalam mengembangkan bidang usaha Koperasi Unit Desa Singki tidak sia-sia dan
telah memperlihatkan hasil yang memuaskan, hal ini senada dengan salah satu
asas desentralisasi yaitu Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan

kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga merekasecara

i.ﬁ san -dan K n di luar

‘," ,{«.,u |'n"'1;f‘§
SN

‘ = ) ol ) ' an pula
'i:};! ﬁ’:ﬁéf;ﬁﬁr iﬂb’ﬁr ‘;& m judnya keamanan
: o1
. e -
’ g diketahui bahwa

menumbuhkan kesadaran masyaraka ooa bisa tercipta suatu kondisi yang
kondusif bagi kemajuan koperasi unit desa Singki. Pemerintah membuat suatu
kebijakan tertentu agar masyarakat setempat yang ada di Desa Singki tidak
membuka usaha dibidang penjualan agar mereka dapat membeli segala kebutuhan
mereka di koperasi, dengan demikian fungsi dari adanya koperasi sebagai

penyokong ekonomi dapat berjalan.
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3. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi
multipihak dalam proses pembangunan, dimana melibatkan tiga pihak yaitu
melibatkan pemerintah, swasta, dan warga masyarakat. Sebagai dinamisator

pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif

dan efektif.

Singki, maka

akan pentingny p:uu'ihm hﬂ- "JP‘-‘& aniansebagai sarana
untuk memperbaiki kondisi“sos elkonomi masyarakat agar lebih sejahtera
maka  dibutuhkan  peran  pemerintah  secara  maksimal, sehingga
dalammeningkatkan partisipasi anggota dan pengurus koperasi dalam
pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin yang ada di daerah
tersebut.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan penyuluhan dan

sosialisasi yaitu dengan cara mengumpulkan anggota dan pengurus koperasi yang
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berlatar belakang petani untuk memberikan pengertian tentang kegiatan-kegiatan
apa saja yang perlu dilaksanakan dan baimana pelaksanaannya di lapangan.
Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka
pemerintah tinggal menggerakan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem

pengelolaan KUD baik dari administrasi pembukuan, pengelolaan SHU, dan

penyaluran maupun dlstrlbu dan pengurus.
Peran pemerintah_dé pcrasi Unit Desa Singki sebagai

partisipasi masyarakat aga asi dalam pembinaan
koperasi. Di dalam menggerakan partisipasi masyarakat itu tidak sulit sebab di
dukung denangan pengurus koperasi yang rata-rata jenjang pendidikan SMA, D3
dan SI1, sehingga mereka mampu membantu pemerintah setempat untuk
menyampaikan dengan baik tujuan yang ingin dicapai bersama.

Sebagaimana hasil wawancara ketua bidang koperasi yang berinisial “KW

yang menyatakan bahwa:
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“Kami sebagai pemerintah sadar betul dengan pentingnya yang namanya
partisipasi dari masyarakat setempat khususnya dari seluruh anggota dan
pengurus koperasi yang terus diberikan pemahaman kemudian perlu
diberikan keyakinan bahwa kalau kita berkoperasi tentu ada manfaatnya dan
itu sudah dirasakan sekarang disana. Hal yang biasa kami lakukan dalam
menggerakan partisipasi masyarkat, anggota dan pengurus dengan
mengadakan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan pemahaman akan
pentingnya berkoperasi, serta senantiasa mengikut sertakan anggota dan
pengurus koperasi dalam berbagai kegiatan yang ada, kami sangat
mengharapkan adanya kepercayaan (#rus) dari masyarakat untuk tetap

Zopers ,g'fp. nenggerakan
l':':- L ?
."'I-'v-j.w-q"b\‘\\ ” isal A-,,;;;{ _ : 12t tentang

L) & &ﬁj:ﬁ '
3‘%% = onomi daerah, bangsa

152NN,

hQQie /g-; Kepala Desa

6 HrofieY s . dalam berkoperasi
seperti me i E"}‘ﬂK A jﬁ.‘i a‘oﬁ arkat telah menjadi

Mﬁ.‘! mereka kami ikut
sertakan baik berupa~perlombaan—antar K 1 Unit Desa maupun
mengikuti setiap pelatihan dari pemerintah daerah ”. (wawancara dengan

DJ pada tanggal 07 Mei 2017)
Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa turut
membantu dalam menggerakan partisipasi masyarakat khususnya anggota dan

pengurus koperasi untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan yang berkaitan

dengan masalah koperasi.
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Hasil wawancara menurut seorang staf di bidag koperasi yang berinisial
“YL” yang mengatakan bahwa:

“Menjadi seorang staf di bidang koperasi yang memegang peran sebagai
seksi pengembangan usaha dan sarana dan prasarana koperasi disini cukup
merasakan bagaimana kami mewakili pemerintah setempat tetap berupaya
untuk melibatkan masyarakat termasuk anggota koperasi dalam berbagai
kegiatan demi mengembangkan dan memajukan Koperasi Unit Desa Singki
ini, misalnya merlibatkan seluguh anggota tanpa terkecuali dalam suatu

rapat bulanan ataupun t guna mereka membicarakan segala
permasalahan yang t : perasi mereka terutama pada
pengurus yang mengeua alru buku pada simpanan wajib,

s koperasi” (wawancara

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

benar macam-macam “kegiatan” yang-melibatkan semua anggota koperasi,
tetapi pernah sekali saya ikut dalam sosialisasi dari pemerintah kabupaten
tentang pentingnya berkoperasi sehingga saya mendaftarkan diri menjadi
anggota sekalian diberikan kepercayaan untuk menjual di bagian tokoh yang
khusus menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga”. (wawancara
dengan SR pada tanggal 07 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah sudah
melakukan tugasnya dengan cukup baik dengan menggerakan partisipasi
masyarakat untuk ikut menjadi anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki

bahkan membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan.
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Hasil wawancara menurut pengurus koperasi sebagai staf di bidang koperasi
yang berinisial “NH” menyatakan bahwa:

“Saya selaku staf disini dalam seksi melihat antusias masyarakatnya cukup
baik dalam berpartisipasi untuk berkoperasi karena lebih dari 400-an bahkan
sudah hampir 500-an masyarakat Desa Singki menjadi anggota koperasi,
saya pikir pemerintah tidak sia-sia dalam menggerakan masyarakat
mengenal koperasi karena atas dasar koperasi ini kebutuhan dan hasil
pertanian di Desa Singki bisa ditangani oleh Koperasi Unit Desa Singki”.

ant, {i’h% MUHA\\ dukung makna bahwa
“ htK AS S f."@ lan, dapat menekan

g \\‘iiﬂhf / no fudan kerja
i:: m%j: _‘}"ﬁ;m mak - i :

pemerintah
cat untuk turut
KUD Singki
tah tiada henti-
tentang manfaat
disimpulkan bahwa pemerintah
tidak hanya tinggal diam melihat masyarakatnya, pemerintah tetap berusaha
dengan cara mereka untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam memajukan

Koperasi Unit Desa Singki. Di dalam menarik perhatian masyarakat untuk ikut di

dalam kegiatan perkoperasian maka pemerintah memiliki caranya sendiri.
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b. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kafasitas
dan kualitas SDM koperasi.
Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode mengajar dalam
rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain

dengan standar yang telah ditetpakan sebelumya. Untuk membina pengetahuan

atau mengembangkan kemampuan sfiéigeluarkan gagasan-gagasan pada seorang

sehingga mereka dapat et kOwajiban sebaik-baiknya. Waktu
yang diperl i '{ :.‘h,s‘ M L! Ha'ulﬂ‘i#r\

\ I*sedangkan latihan lebih
?" ﬁiPhKAS!Sﬁq ﬁ’@*‘;‘oﬂ\u at menjalankan
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W
singkat.

pelatihan

anggota dan pengurus KUD
Singki. Pemerintah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan
untuk meningkatkan kualitas SDM, sedangkan penyuluh sebgai penyambung
program-program pemerintah daerah agar sampai kepada anggota dan pengurus
koperasi dan mendampingi mereka dalam proses peningkatan kafasitas dan
kafabiitas SDM koperasi. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah

selain untuk membina anggota dan pengurus KUD Singki, juga melakukan
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penyuluhan kepada masyarakat umum lainnya yang belum sempat menjadi
anggota tetap koperasi.

Untuk mengetahui bagaimana pendidikan dan pelatihan pada anggota dan
pengurus KUD Singki dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan

yang berinisial “KW” yang merupakan kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi,

UKM, Nakertrans menyatakan bahw#

“Memang peran Kita i, memberikan pendidikan dan
pelatihan bag' P aik dan benar kepada
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ersebut sejalan dengan

peran pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian

bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.
Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota yang

berinisial “MY” bahwa :

“yang dulu dulu kami sering mendapatkan pelatihan namun sekarang hanya
Ix/tahun, ketika kami adakan rapat akhir tahun pemerintah kabupaten kami
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undang disitulah kami biasa diberikan kembali pencerahan dalam
mengelolah koperasi, kadang-kadang pemerintah memberikan arahan
melalui telpon saja. Pelatihan yang biasa kami dapatkan yaitu: masalah
pembuatan administrasi keuangan, catatan barang masuk, pelayanan
anggota dan nota barang”. (wawancara dengan MY pada tanggal 12 Maret
2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah

selama ini tetap berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui

pengelolaan koperasi baik

anggota hingga nota barang masuk.
Sementara hasil wawancara dilakukan kepada Kepala Desa/ketua umum

KUD Singki yang berinisial “DJ” yang menyatakan bahwa:

“yang terahir kami mendapatkan pendidikan khusus holtikultura dari
pemerintah pusat tentang pada tahun 2016 di Tanah Toraja di hotel selama 1
hari, disana dipanggil Koperasi Unit Desa yang mayoritas anggotanya
petani tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dalam
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meningkatkan hasil produksi pertanian”. (wawancara dengan DJ pada
tanggal 07 Maret 2017)

Terkait hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa antusias anggota
koperasi dalam mendapatkan pembinaan dan pelatihan cukup baik, hal ini karena
pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi bahkan pemerintah

pusat dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh koperasi

o
l_.jr LLIY 9 _*

i

*La“
nurun pres

mulai kurang
bergerak dalam bidang pengawasan langsung, selain itu pembaharuan gedung
koperasi tidak pernah dilakukan selama ini.

Pernyataan lain dikemukakan seorang informan yang berinisial “SR”
merupakan kariawan dari Koperasi Unit Desa yang mengatakan bahwa:

“Untuk hal yang seperti itu saya juga belum pernah dapatkan karena saya

juga termasuk kariawan baru disini, tetapi kalau masalah pelatihan anggota

dan pengurus Koperasi Unit Desa saya yakin pernah karena koperasi ini
tidak akan berkembang sejauh ini jika tidak pernah menjadapatkan
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pendidikan tetapi hal semacam itu mungkin sudah jarang dilakukan oleh
pemerintah”. (wawancara dengan SR pada tanggal 07 Maret 2017)

Hasil wawancara SR dapat dilihat bahwa pemerintah dalam memberikan
pelatihan dan pendidikan sudah tidak intensif kepada anggota dan pengurus
Koperasi Unit Desa Singki, terbukti dengan pemerintah setempat sudah asing bagi

anggota baru. Hal tersebut tidak sejalan dengan, pemerintah sebagai dinamisator

pengarahan yang intensif dan

lapgga koperasi
bidang tugas

dalam ADRT namun yang mencapai hasil yang maksimal
harulah anggota dan pengurus menjalankan fungsinya sesuai dengan segala

ketentuan-ketentuan yang berlaku demi terwujudnya tujuan bersama.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam

pembinaan koperasi unit desa (KUD) Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupeten

Enrekang, maka dapat disimpud¥s
1. Regulator, pe (ﬁﬁ; clakukan pembinaan pada
: Qr_' imK AS engurus kopersi
& & ih IP o \ an harga,
S
=\l
i il

.:'f BST” ¢ i€ igkani
1‘;};?? ﬁg / “ N anisme

Koperasi
2. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator pemerintah daerah
Kabupaten Enrekang memberikan fasilitas yang di sesuaikan kebutuhan
koperasi meliputi sarana dan prasarana berupa mesin ketik manual, computer,
meja/kursi, lemari buku, lemari barang, mesin fotocopy ditambah dengan
bantuan modal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Disamping itu,

67
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Pemerintah berupaya bersinergi dengan masyarakat dengan baik demi
terwujudnya kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha koperasi agar
terwujud pembangunan ekonomi yang diinginkan dan senantiasa kenyamanan
pelanggan temasuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Singki
terjamin.

. Dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah Kabupaten

Enrekang dalam melaksanak? dan sosialisasi yaitu dengan cara

5 Fﬁ i"ﬂ U H . ag berlatar belakang petani
,ll""ﬂ . KHSS apa saja yang perlu

mengumpulkan :

-h ( j ilkan dan
wf/

koperasi untuk lebih memantapkan peranannya dalam pembinaan
koperasi sehingga bisa meningkatkan kafasitas dan kafabilitas koperasi.

2. Sebaiknya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Enrekang lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang

sangat di butuhkan KUD Singki seperti ruang atau tempat penampungan

hasil pertanian.
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3. Adanya kendala terkait minimnya anggaran atau dana dalam pembinaan
koperasi khususnya KUD Singki di Kecamatan Anggeraja Kabupaten
Enrekang seharusnya pemerintah daerah memperhitungkan kembali
anggaran yang diberikan, karena untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang menjadi lebih

merata tentu juga perlu adanya sogokan dana besar yang diberikan

kepada Dlnas Kopera Kerja dan Transmigrasi
', engembangan koperasi-
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PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBINAAN
KOPERASI UNIT DESA (KUD) SINGKI DI KECAMATAN
ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG.

A. Pemerintah Kabupaten Enrekang

1.

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
a. Bagaimana cara pemerintah setempat (Dinkop, UKM, Nakertrans
Kabupaten Enrekang) memberikan motivasi dan menggerakan seluruh
anggota dan pengurus terkait pembinaan koperasi?
b. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan
kualitas SDM koperasi guna untuk meningkat kesejahteraan pengurus

dan anggota (petani) koperasi unit desa Singki?



c. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam
pembinaan koperasi unit desa Singki?
d. Apa tindakan yang dipilih pemerintah dalam menangani setiap kendala
yang ada?
B. Kepala Desa/Ketua KUD, Anggota dan Pengurus KUD Singki
a. Bagaiman pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan dari pemerintah

dalam pembinaan koperasiunit desa Singki?




KARAKTERSTIK INFORMAN

Lama
No. Nama Umur | Pendidikan Jabatan

kerja

1. Kasuwian | 54 thn SI Kabid. Koperasi 31 thn
2. Rahayu 33 thn SI Staf 4 thn
3. Nurheda 42 thn ST Staf 8 thn

N

Muhiddin o etua 1 KUD Singki 6 thn

4 thn

30 thn

20 thn

8 bln




DOKUMENTASI

1. Observasi awal KUD Singki ( 02 Maret 2017)




2. Wawancara dengan Kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang(03 Maret 2017)




4.  Observasi ke-2 pada KUD Singki (06 Maret 2017)




5. Wawancara dengan anggota dan pengurus KUD Singki (12 Maret 2017)




PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI
UNIT DESA (KUD) SINGKI DI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPETEN ENREKANG

Nurhemi' Jaelan Usman", Anwar Parawangi"

YJurusan 1lmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
2}]urusan IImu Administrasi Negara Unismuh Makassar
%Jurusan llmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

The objective of this study i \ | vernment in developing the
village unit cooperation i ency. The type of this
research is descripti F) T ta were collected
through intervie d through data
reduction, data/Ci ' ation method
such as ti ' t 5 | that the
local gove rator has
been optimal ! [ ' A sity of the
government I€ doyBi]
) - z
Keywords : Go Bl b % -
T
LM ,y
i &

Tujuan dari peneli n tah daerah dalam
pembinaan koperasi I g ang. Jenis dan tipe
penelitian adalah desk i pulan data digunakan
teknik wawancara, obse an reduksi data, sajian
data dan penarikan kes - C aitu triangulasi waktu,
triangulasi sumber, dan t -bahwa pemerintah daerah

dalam menjalankan peranannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator sudah berjalan dengan
semestinya, meskipun dalam kurun waktu satu tahun ini menunjukan turunnya intensitas peranan
pemerintah terhadap pembinaan koperasi unit desa Singki.

Kata kunci: Peran pemerintah, pembinaan, koperasi unit desa




PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki
peran penting dalam mengatur serta
mengendalikan jalannya roda
perekonomian dan bertindak sebagai

penggerak  pembangunan  dalam

mendukung  perekonomian  pad:

wilayahnya sendiri. Hal

peranan penting sebagai salah satu
pondasi ekonomi yang berbasis
kerakyatan yang memiliki peran
yang cukup vital bagi pembangunan
ekonomi adalah koperasi. Sejalan
dengan UU Nomor 25 tahun 1992
Tentang Perkoperasian, maka

Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan mendorong pengembangan
koperasi inti disetiap kabupaten/kota
dan  koperasi unggul disetiap
kecamatan untuk menjadi pilar
sekaligus menjadi icon dan model
pengembangan  koperasi  dengan
mengeluarkan Pergub Nomor 18
Tahun 2016 tentang Koperasi Inti
Unggul kemudian

lagi dengan  Surat

telah

Desa

gengakuan menjadi
padan hukum dengan No.
5435/BH/1994 sejak tahun 1994.
Sejak di akuinya Koperasi Unit Desa
membentuk Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (ADRT)
koperasi yang disesuaikan dengan
kondisi dan iklim masyarakat

setempat.  Selain  hal tersebut,



koperasi selama 3 tahun terahir
membuktikan mampu meningkatkan
assetnya dari tahun 2013 dengan
total asset Rp. 2.494.689.899, pada
tahun 2014 meningkat menjadi Rp.
3.110.879.924 dan di tahun 2015
total asset
3.354.502.318.  Setiap

sejumlah Rp.

anggotanya.

Dengan demikian  peranan
pemerintah ini sangat penting untuk
perkembangan koperasi agar menjadi
lebih baik lagi. Adapun kebijakan
pemerintah dalam pembangunan
koperasi yaitu pelaksanaan fungsi
dan peranan koperasi haruslah di

tingkatkan melaui semangat

kebersamaan dan manajemen yang
lebih profesional. Peranan
pemerintah daerah dalam gerakan

koperasi dengan cara 1) memberi

bimbingan  berupa  penyuluhan,
pendidikan  ataupun  melakukan
penelitian ~ bagi  perkembangan

koperasi serta bantuan konsultasi

k tidak
a lainnya;
berupa
serta
usaha dan
perasi, maka
keinginan
ikut bergabung
anggota maupun
angguna modal

Damayanti, 2016).

Menurut Soekanto (2002:243)
peran merupakan aspek dinamis
kedudukan
seseorang melaksanakan hak dan

(status), apabila

kewajibannya, maka ia menjalankan
suatu peranan, sedangkan menurut
Rivai (Tambuan, 2004:148) peranan



diartikan sebagai perilaku yang
diatur dan diharapkan dari seseorang
dalam posisi tertentu. Karena
hakikatnya peranan itu merupakan
perwujudan interaksi antara orang-
orang dalam organisasi. Dengan
demikian  banyak yang bisa
dilakukan

merencanakan interve

olehnya

perubahan,

menyebutkan
daerah  dala

masyarakat yaitu terbagi menjadi
empat peran yaitu pemerintah
sebagai regulator, fasilitator,
dinamisator dan katalisator. Untuk
itu  pemerintah  daerah  perlu
meningkatkan peran masyarakat dan
swasta dalam kegiatan pembangunan

untuk meningkatkan aktifitas

ekonomi masyarakat, yang pada
jangka panjang dapat menunjang
pendanaan pemerintah daerah.
Pengertian pemerintah dilihat
dari sifatnya yaitu pemerintah dalam
arti luas meliputi seluruh kekuasaan
yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

beberapa
diartikan

afau lembaga negara
yang memegang fungsi birokrasi
menjadi bagian atau memegang
pimpinan yang terutama dalam suatu
proses pelayanan kepada warga
negara atau masyarakat.

Dalam rangka pembangunan

nasional, peran pemerintah tidak



hanya melaksanakan tugas-tugas
umum  pembangunan, melainkan
yaitu untuk mengarahkan,
menggerakkan dan mengendalikan
pembangunan secara lancar, serta
meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pembangunan .

Tujuan  utama  dibentuke
pemerintah adalah un

suatu sistem kete }l

../‘" r\

dalam, dimé f\ASS

o o= %\\iﬂ 'E//{ /.
N ‘__'

dan Tamba, 2(
usaha bersama untuk memperbaiki
nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong.
Semangat tolong-menolong tersebut
didorong oleh keinginan memberi
jasa kepada kawan berdasarkan
seorang untuk semua dan semua

untuk orang. Adapun koperasi unit

desa adalah suatu koperasi serba
usaha yang beranggotakan penduduk
desa dan Dberlokasi di daerah
pedesaan, daerah kerjanya biasanya
mencakup satu wilayah kecamatan.
Pembentukan ~ KUD

penyatuan dari beberapa koperasi

merupakan

pertanian  yang kecil dan banyak

miahpya dipedesaan.

ik‘:" M -Undang No. 25 Tahun

g isinya koperasi
‘ yang

koperasi

gerakan

Membangun dan mengembangkan
potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial mereka.Turut
serta secara aktif dalam upaya

mempertinggi  kualitas kehidupan



manusia dan masyarakat.
Memperkokoh perekonomian rakyat
sebagai  dasar  kekuatan  dan
ketahanan perekonomian nasional
dengan koperasi sebagai soko
gurunya. Berusaha untuk

mewujudkan dan mengembangkan

atas asas

demokrasi e

terpisahikan
“" ﬁ.ﬂ‘ Tie
'h-

"7,*
a "6:?
berpendapat ha ﬁ‘v‘d

o
yang atas dasar persamaan derajat
sebagai manusia, dengan tidak
memandang haluan agama dan
politik secara sukarela masuk untuk
sekedar  memenuhi kebutuhan
bersama yang bersifat kebendaan

atas tanggung jawab besama.

nh"‘
suatu perkumpulan da STAKAA t; )

Peranan koperasi yang harus
dijalankan oleh koperasi-koperasi di
Indonesia menurut Hatta (Thoby
Mutis, 2003:13) tentang
kemakmuran  masyarakat  yaitu
dengan  memperbayak produksi,
memperbaiki kualitas barang,

memperbaiki distribusi, memperbaiki

m&ﬁ’
. !% /Zﬂq‘i

stem ekonomi

menyadarkan
sama, menolong diri
bersama  dalam
meningkatkan  kesejahteraan  dan
kemampuan  produktif.  Koperasi
adalah bentuk usaha yang tidak saja
menampung tetapi juga
mempertahankan serta memperkuat
idealis dan budaya bangsa Indonesia.

Koperasi adalah wadah yang tepat



untuk membina golongan ekonomi
kecil (pribumi). Koperasi adalah
lembaga ekonomi yang berwatak
sosial, koperasi dapat hidup baik
dalam BUMS seperti CV, PT, Firma,
dan lain lain maupun BUMN serta di

dalam instansi—instansi pemerintah

Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
Jenis penelitian ini adalah jenis
penelitian  kualitatif ~ dan tipe
penelitian adalah tipe penelitian

deskriptif.

Sumber data yakni data primer

o yaitu data yang diperoleh peneliti
dan lembaga-lembaga pendid ,-f\ ) . .
/ elalui  hasil  observasi  dan

Koperasi adalah Wa .

sebagai
dinamisator.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan
selama dua bulan dari 11 Februari —
11 April 2015. Lokasi penelitian
dilaksanakan di kantor Koperasi Unit
Desa Singki dan Dinas Koperasi,
UKM, Tenaga Kerja dan

dengan informan

pemerintah
inaan  Koperasi
data
di

ata digunakan teknik
observasi, wawancara, dan
dokumentasi dan dalam menganalisis
data digunakan reduksi data, display
data, dan penarikan kesimpulan.
Sedangkan untuk keabsahan data

digunakan tiga triangulasi yaitu



triangulasi sumber, triangulasi waktu,
dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan
penelitian ini yang tercantum pada
bab  sebelumnya, vyaitu untuk
mengetahui bagaimana
pemerntah daerah dalam.

koperasi unit desa (KDY Sing!
&

Kecamatan / 2
QS

1Ll
cll)

daerahnya
Adapun

pemerintah daerz
koperasi unit desa Singki
sebagai regulator, fasilitator dan
dinamisator. Berikut ini penjelasan

dari beberapa indikator diatas.

Pemerintah sebagai regulator,
sebuah peranan pemerintah harus
mempunyai keuntungan dan nilai

lebih dibandingkan dengan peran

dari pihak swasta, sebelumnya dalam
arti bahwa peran pemerintah daerah
dalam pembinaan koperasi unit desa
harus  mempunyai  keuntungan.
Dalam hal ini yang terkait yaitu
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten

coulasi atau

J"}"" \..u i

kebijakan

it/

i n

ang-undang yang
n dalam pembinaan

dan pengoptimalan KUD Singki.

Di dalam menumbuhkan sikap
kemandirian dari koperasi maka
pemerintah setempat memberikan
kebebasan kepada pengurus koperasi
untuk mengurus SHU nya sendiri

dengan mengeluarkan ADRT yang



sejalan dengan UU No. 25 Tahun
1992 dan menyesuaikan dengan
iklim koperasi tersebut. Banyak
kebijakan yang menopang koperasi
dalam meningkatkan hasil usaha dan
produksinya, seperti pada komuditi
pertanian holtikultura, usaha jasa,
dan penyediaan sarana dan prasa

pembangunan ' &

masyarakat, anggota
koperasi unit desa Singki Kecamatan
Anggeraja  Kabupaten Enrekang.
Adapun kebijakan yang menjadi
landasan pembinaan Koperasi Unit
Desa Singki Undang RI No. 25
Tahun 1992, kemuadian turunannya

peraturan mentri nomor 10 tahun

2015 Tentang
Koperasi, lalu Peraturan Gubernur
No. 18 Tahun 2016, dan diperkuat
dengan Surat Keputusan Bupati

Kelembagaan

Kabupaten Enrekang serta mengikut
pada Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (ADRT) Koperasi
Unit Desa Singki.

yang diberikan
pemerintah daerah dalam
mendukung kegiatan  pembinaan
koperasi unit desa Singki berupa
sarana dan prasarana koperasi
antaralain: computer, mesin ketik
manual, meja/kursi, lemari buku,
lemari barang, mesin fotocopy,

sound system bahkan bantuan berupa



perkuatan modal sebanyak
150.000.000 dan pengadaan sarana
produksi pertanian yang difasilitasi
melalui koordinasi mentri koperasi,
dengan harapan bahwa itu dapat
memperkuat usahanya dan kedua
melayani  kebutuhan  anggotanya

Fasilitas sarana dan

hal ini yaitu dinas koperasi,Adapun
kebutuhan dan fasilitas yang
disediakan oleh koperasi tersebut
yaitu: sembako (sembilan bahan
pokok), sarana dan  prasarana
pertanian, alat bagunan, pelayanan

TV kabel, pakaian, sepatu/sandal,

pada masalah  keuangan dalam
engembangkan usahanya. Kendala

alat elektronik, mendistribusikan
hasil pertanian masyarakat yang ada
di  Desa Singki
Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Kecamatan

Namun tetap saja Koperasi
Unit Desa Singki tetap terkendala

binaan yang
i, UKM,
Transmigrasi

pantuan pada modal dan sebagian
kecil memberikan bantuan sarana
dan prasarana  pertanian  pada
koperasi, namun itu  sebagai
pancingan awal untuk koperasi unit
desa agar berjalan dengan sendirinya.

Meskipun demikian, koperasi tidak



mendapatkan hibah tempat untuk

mendirikan bangunan koperasi.

Koperasi unit desa Singki
berdiri kokoh diatas tanah wakaf
dari  masyarakat setempat dan
bangunannya dari hasil sumbangsi

dan sukarela masyarakat Singki. Ha

ELE

5\
e

demikian tidak seja

Menciptakan  kondisi  yang
kondusif telah diusahakan secara
maksimal oleh pemerintah untuk
mendukung tumbuh dan
berkembangnya suatu bidang usaha
yang dijalankan oleh Koperasi Unit
Desa Singki terkait pembinaan yang

dilakukan. Kondisi yang kondusif

10

yang dimaksudkan vyaitu menjaga
sarana dan prasarana koperasi unit
desa Singki seperti kebersihan
lingkungan  koperasi,  keawetan
barang- barang jualan dari koperasi
serta menjaga kualitas barang yang

berada di Koperasi Unit Desa Singki.

Kemajuan  suatu usaha
nit Desa Singki sangat
dukungan penuh dari

t yang memiliki

yaitu  Dinas
operasi, UKM, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Enrekang
mengupayakan agar pemerintah dan
masyarakat bersinergi dengan baik
demi terwujudnya kondisi yang
kondusif bagi perkembangan usaha
koperasi agar terwujud pembangunan
ekonomi yang diinginkan dan



senantiasa kenyamanan pelanggan
temasuk anggota dan pengurus

Koperasi Unit Desa terjamin.

Di dalam menciptakan kondisi
yang diinginkan maka pemerintah
daerah  bekerja sama  dengan

11

Melihat usaha tersebut dapat
dinilai bahwa pemerintah tidak
tinggal diam  melihat  kondisi
koperasi yang bersifat statis namun
secara tidak langsung pemerintah
mengubah agar koperasi menjadi

dinamis dan berkembang melalui

pemerintah desa dalam menciptakan o .
o ] bantuan yang diberikan baik berupa
kondisi yang kondusif, @it -

pemerintah desa

Selain
koperasi unit desa mengharapkan
adanya bantuan pemerintah setempat
dengan mengajak pengurus untuk
bekerja  sama  dengan  pihak
distributor agar bisa
mendistribusikan  hasil  pertanian
masyarakat yang ditampung di
koperasi unit desa Singki.

koperasi mampu

baru dalam

pihak dalam proses
pembangunan, dimana melibatkan
tiga  pihak  vyaitu  melibatkan
pemerintah, swasta, dan warga
masyarakat. Sebagai  dinamisator
Peran pemerintah dalam pembinaan
koperasi unit desa (KUD) Singki

sebagai dinamisator dilihat dari



indikator yaitu menggerakan
partisipasi anggota dan pengurus
koperasi dan memberikan pendidikan
dan pelatihan dalam meningkatkan
kafasitas dan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) koperasi.

Di dalam partisipasi anggota

berdasarkan kesungguhan dan kerja
keras pemerintah dengan
menggerakan partisipasi masyarakat
untuk ikut menjadi anggota dan
pengurus KUD  Singki, bahkan
membuka lowongan pekerjaan bagi

yang membutuhkan.
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Untuk meningkatkan kualitas
daya manusia maka terdapat unsur
yang penting yaitu pemerintah, tim
penyuluh, anggota dan pengurus
Koperasi  Unit  Desa  Singki.
Pemerintah berperan melalui
pelaksanaan program-program
pelatihan~ untuk ~ meningkatkan
DM, sedangkan tim
sebagai  penyambung

pemerintah daerah

seluruh koperasi khusunya KUD
karena mayoritas anggotanya adalah
petani dengan tujuan meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas petani agar
menjadi kompoten dalam
meningkatkan hasil produksi pada

koperasi.



Meningkatkan kualitas SDM
koperasi unit desa Singki dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan,
pemerintah dalam pembinaan KUD

Singki yaitu memberikan
kewenangan dan kewajiban
meningkatkan keahlian dan

keterampilan anggota dan p
koperasi melalui i

pelatihan.

dicapai.

Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Arif bahwa sebagai
dinamisator, pemerintah berperan
melalui pemberian bimbingan dan
pengarahan yang intensif dan efektif

kepada masyarakat. Bimbingan dan
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pengarahan sangat diperlukan dalam
memelihara dinamika.

Pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan pemerintah selain untuk
membina anggota dan pengurus
Koperasi Unit Desa Singki, juga

melakukan  penyuluhan  kepada

yarakat umum lainnya yang
mpat menjadi anggota tetap

dalam

ese
"y,

kepada
koperasi

ata cara

dari segi

hingga nota

al demikian

provinsi bahkan pemerintah pusat
dalam melakukan pelatihan dan
pembinaan kepada seluruh koperasi
khusunya KUD karena mayoritas
anggotanya adalah petani dengan
tujuan meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas petani agar menjadi



kompoten dalam meningkatkan hasil
produksi pada koperasi.

Waktu yang diperlukan untuk
pendidikan bersifat lebih formal
sedangkan latihan lebih
mengembangkan keterampilan teknik
sehingga seseorang dapat
menjalankan  pekerjaan
sebaik-baiknya,

membina

i';;ﬁ ﬁu."i
%

unit  desa
pembaharuan gedung koperasi tida
pernah dilakukan selama ini sehingga
daya tampung koperasi terbatas di
dalam menerima hasil panen dari
para petani di Desa Singki.

Namun di satu sisi pemerintah
di dalam melakukan pengembangan

dan pembinaan terhadap KUD Singki
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pelan-pelan mulai  kurang loyal
kebapada masyarakatnya khususnya
anggota dan pengurus koperasi unit
desa  Singki, terbukti  dengan
pemerintah setempat sudah asing
bagi anggota baru.

KESIMPULAN
Peran  pemerintah  sebagai
ator, fasilitator, dan dinamisator
bahwa telah

dengan

Perda yang mengatur

tentang koperasi di daerahnya.
Sebagai fasilitator pemerintah
menyediakan fasilitas yang
mendukung kegiatan KUD Singki
pemerintah telah berupaya
meningkatkan sarana dan prasarana
dengan baik namun masih terkendala

pada keterbatasan modal. Disamping



itu pemerintah berupaya
menciptakan kondisi yang kondusif
bagi perkembangan usaha Koperasi
Unit Desa yang dilakukan oleh
pemerintah  adalah  menghimbau
kepada masyarakat untuk

memanfaatkan bidang usaha yang

Desa Singki serta

memelihara fasilitas

anggota
dalam

memberikan
pelatihan

kafasitas dan kualitas SDM koperasi
diamana pemerintah  melakukan
perannya dengan menerjunkan tim
penyuluh untuk memberikan
pendidikan dan pelatihan yang
disesuaikan dengan kultur koperasi
dengan mayoritas anggotanya petani

tujuannya adalah untuk
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meningkatkan kapasitas petani dalam

meningkatkan hasil produksi

pertanian.
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